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ABSTRAK

Adawiyah, Robiatul. 2024. Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur
Kepada Ayah Kandung Pasca Percerain (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Kelas la Mojokerto Nomer Perkara
2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr). Skripsi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Institut Pesantren K.H. Abdul Chalim. Dosen
Pembimbing: Nuril Habibi, M.H.I.

Kata Kunci: Hadhanah. Pasca Perceraian, Maslahah Mursalah

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang telah dibenarkan oleh
agama ketika terjadi dalam keadaan darurat, yang dapat dilalui oleh adanya
pasangan suami istri. Adanya hal tersebut bukan hanya bencana bagi pasangan
namun juga berdampak bagi fisik dan psikis anak mereka. Skripsi ini
mempersembahkan pembahasan mengenai pemberian hak asuh anak dibawah umur
kepada ayah kandung pasca perceraian perspektif hukum Islam. Perkara tersebut
merupakan putusan pengadilan agama mojokerto yang menetapkan adanya hak
asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung, sebagaimana kita ketahui
bahwasanya anak dibawah umur seharusnya berada dibawah asuhan seorang ibu.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan Majlis Hakim
mengenai adanya pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung
pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomer Perkara
2078/Pdt.G/PA.Mr dan mengetahui Persfektif Hukum Islam yakni kaidah figih
maslahah mursalah tentang pemberian hak asuh anak dibawah umur.

Adapun jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka
(Library Recearch) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan disini
mengambil adanya data data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, data
skunder dan juga data tersier, yang berupa Pengadilan Agama Mojokerto Nomor
Perkara 2078/Pdt.G/PA.Mr.

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, adanya dasar
hukum pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung berdasarkan
pada Buku I1 Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: Pemeliharaan anak
yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap
tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang menghambat
pertumbuhan jasmani, rohani kecerdasan intelektual dan agama sianak. Begitu pula
pada ketentuan pasal 105 KHI dapat dibenarkan dengan ketentuan pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 yg telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 tentang pentingnya perlindungan anak. Dalam hukum Islam yang dikaji
dalam teori maslahah mursalah telah sesuai dengan tujuan dari hadhanah yakni
mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak agar nantinya dapat tumbuh
menjadi pribadi yang baik dibawah pengasuhan orang yang tepat. Begitu pula
hakim selaku penegak hukum harus adil dalam memberikan putusan.
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ABSTRAK

Adawiyah, Robiatul. 2024. Granting Custody of Underage Children to
Biological Fathers After Divorce (Analysis of the Decision of the
Mojokerto Class la Religious Court Case Number
2078/Pdt.G/2023/Pa.Mr). Islamic Family Law Thesis, Faculty of
Sharia, K.H Islamic Boarding School Institute. Abdul Chalim.
Supervisor: Nuril Habibi M.H.I

Keywords: Hadhanah. After Divorce, Maslahah Mursalah

Divorce is a legal action that has been justified by religion when it occurs
in an emergency, which can be carried out by a married couple. This is not only a
disaster for the couple but also has an impact on their children's physical and
psychological well-being. This thesis presents a discussion regarding granting
custody of minor children to the biological father after divorce from an Islamic legal
perspective. This case is a decision of the Mojokerto religious court which
determines that the legal father has custody of a minor child, as we know that minor
children should be under the care of a mother.

The purpose of this research is to find out the consideration of the Majlis
Judge regarding the granting of custody of minor children to the biological father
after divorce in the decision of the Mojokerto Religious Court Case Number
2078/Pdt.G/PA.Mr and to know the perspective of Islamic law, namely the rules
2078/Pdt.G/PA.Mr and to know the perspective of Islamic law, namely the rules of
maslahah murlah figh regarding giving. custody of minor children.

The type used in this research is library research using qualitative
methods. In writing here, the data in this research comes from primary data,
secondary data and also tertiary data, in the form of the Mojokerto Religious Court
Case Number 2078/Pdt.G/PA.Mr

The conclusion of this research explains that first, there is a legal basis for
granting custody of a minor child to the biological father based on Book I1, Revised
Edition 2013, page 156 letter (b), which reads: The care of a child who is not yet
12 years old can be transferred to the father, if the mother is considered being
incompetent, neglecting or having bad behavior that hinders the child's physical,
spiritual, intellectual and religious growth. Likewise, the provisions of article 105
KHI can be justified by the provisions of article 26 paragraph (1) of Law Number
23 of 2002 which has been amended by Law Number 35 concerning the importance
of child protection. In Islamic law, which is studied in the theory of maslahah
murrasa, it is in accordance with the aim of hadhanah, namely prioritizing the
interests of children and the benefit of children so that later they can grow into good
individuals under the care of the right people. Likewise, judges as law enforcers
must be fair in giving decisions in accordance with the values contained, even
though a child does not have to be under the care of the mother,
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